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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU DAN KORBAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA 
 (Studi Kasus di Polresta Surakarta)  
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan pelaku dan 
korban tindak pidana narkotika dan kendala yang dihadapi penegak hukum dalam 
memberikan perlindungan bagi pelaku dan korban tindak pidana narkotika serta 
hak-hak yang harus diberikan kepada korban tindak pidana narkotika dalam 
proses perlindungan hukum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis 
empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data 
sekunder yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 
melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi), 
kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 
peran keterlibatan pelaku dan korban tindak pidana narkotika sebagai bandar 
narkotika, kurir narkotika, pengedar narkotika dan korban sebagai pecandu 
narkotika. Kendala yang dihadapi penegak hukum hampir tidak ada kendala 
karena jumlah personil mencukupi, disamping itu peran masyarakat sudah bagus 
dalam bekerjasama dengan Kapolresta Surakarta seperti melaporkan tindak pidana 
narkotika tersebut dan masyarakat peduli dan berperan aktif dalam pencegahan 
dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Selanjutnya, hak-hak yang 
diberikan kepada korban tindak pidana narkotika dengan diberikan pembinaan 
guna pencegahan serta menjalankan proses rehabilitasi untuk diobati dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan tingkat kecanduannya. 
 
Kata kunci: perlindungan hukum, tindak pidana, narkotika 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the extent to which the involvement of the 
perpetrators and victims of narcotic criminal acts and the obstacles faced by law 
enforcement in providing protection for the perpetrators and victims of narcotics 
crimes and the rights that must be given to victims of narcotic crime in the process 
of legal protection. The research method used descriptive juridical empiric 
method. The data source consists of primary data and secondary data that is 
primary and secondary law source. Methods of data collection through literature 
study and field study (interview and observation), then the data were analyzed 
qualitatively. The results concluded that the role of involvement of perpetrators 
and victims of narcotics crime as narcotics, narcotics couriers, narcotics dealers 
and victims as narcotics addicts. Constraints faced by law enforcers are almost no 
obstacles because the number of personnel sufficient, in addition the role of 
society is good in cooperation with Kapolresta Surakarta as reported narcotics 
crime and the community care and play an active role in the prevention and 
control of narcotics crime. Furthermore, the rights granted to victims of narcotics 
crime are given guidance for prevention and to carry out the rehabilitation process 
to be treated within 6 (six) months or more based on their addiction level. 
 
Keywords: legal protection, crime, narcotics 
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1. PENDAHULUAN 
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini 
ditegaskan dalam pernyataan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang 
menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Membicarakan 
hukum pidana berarti tidak terlepas dari permasalahan pokok dalam hukum 
pidana itu sendiri. “Hukum pidana apabila dipandang secara di dalamnya ada tiga 
permasalahan pokok, yaitu: (1) Perbuatan yang dilarang; (2) Orang (korporasi) 
yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; (3) Pidana yang diancamkan dan 
dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan itu.”1 
Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa “hukum pidana, sebagai objek 
ilmu hukum pidana, pada dasarnya lebih merupakan objek yang abstrak.”2 Objek 
hukum pidana yang lebih konkrit, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah 
tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya 
saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk di dalam 
ruang lingkup sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri, perbuatan dari 
warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa / aparat 
penegak hukum.  
“Dalam suatu kasus pelanggaran hukum pidana yang menimbulkan korban 
bersifat perseorangan, korban kejahatan akan menghadapi masalah yang rumit. 
Segala resiko yang terjadi akibat viktimisasi ditanggung oleh korban sendiri 
apakah melapor atau tidak melapor.”3  
Khusus mengenai penegakkan hukum dibidang pidana haruslah benar-
benar diperhatikan, sebab seringkali muncul adanya kejahatan-kejahatan baru 
yang belum diatur didalam undang-undang, seperti kejahatan kartu kredit, 
kejahatan dunia maya, dan lai-lain. Bahkan untuk kejahatan-kejahatan yang telah 
diatur dalam perundang-undangan pun sering mengalami perkembangan seperti 
kejahatan (tindak pidana) dibidang narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti 
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dulu hanya dikenal yang namanya candu, tetapi dalam perkembangannya 
sekarangmuncul seperti heroin, morfin dan belum lagi hasil dengan bahan kimia 
yang menghasilkan bahan seperti ampetamin dan lain sebagainya (yang tergolong 
psikotropika). 
Dewasa ini, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana 
telah terjadi ledakan teknologi yang hampir mempengaruhi setiap perkembangan 
individu baik yang berpengaruh positif ataupun yang berdampak negatif. 
Demikian pula hasil teknologi yang gemilang ini karena sifat dan karakternya 
telah disalahgunakan. Penyalahgunaan oleh korban dan kemudian dijadikan 
“kumpulan bisnis haram” yang memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen 
dan para pengedar gelapnya. Sementara korban yang pasti kecanduan dan hidup 
dalam ketergantungan, pada gilirannya akan mati merana setelah harta dan 
miliknya habis. 
“Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat, hal ini 
terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, 
penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkotika tersebut yang pernah 
dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri.”4 Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo sebagai berikut: “Bahwa bahaya dan 
akibat narkotika jika disalahgunakan dapat bersifat: (1) Bahaya pribadi bagi si 
pemakai; dan (2) Bahaya sosial (kemasyarakatan)”.5 
Penyalahgunaan obat narkotika selain menimbulkan akibat personality 
bagi seseorang juga akan menimbulkan akibat yang menyangkut persoalan hukum 
yang antara lain: Tidak dapat disangkal lagi bahwasanya bagi seorang pecandu 
narkotika itu membutuhkan dalam jumlah yang relatif banyak, sedangkan harga 
daripada narkotika mahal, “maka bagi mereka yang keadaan ekonominya lemah 
akan menyebabkan timbulnya pengertian dalam mewujudkan tindak pidana. Hal 
ini disebabkan orang ketagihan narkotika harus bekerja sama dengan pelanggar 
hukum baik penjual, pengedar, pemilik dan lain-lain.”6  Melihat betapa berbahaya 
dan beratnya risiko yang harus ditanggung apabila sindikat narkoba bebas 
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beroperasi di suatu negara, maka beberapa negara telah menerapkan sanksi hukum 
yang berat bagi anggota sindikat narkoba yang tertangkap. Sedangkan menurut 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pada Pasal 115 dan 116 juga 
menegaskan adanya sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup untuk 
pemberi, pembawa, maupun pengimpor narkotika secara tidak sah. Pelaku tindak 
pidana minimal dikenai pidana empat tahun penjara. Selain itu, pelaku pun masih 
dapat dikenai sanksi tambahan, yakni denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- 
(delapan ratus juta rupiah). 
“Secara global, UNODC memperkirakan bahwa antara 155 sampai 250 
juta orang (3,5-5,7 persen dari penduduk usia 15-64 tahun) menggunakan zat 
terlarang setidaknya sekali pada tahun 2008. Pada intinya konsumsi obat-obat 
terlarang ini menimbulkan masalah bagi para korban pengguna narkoba: mereka 
menyuntikkannya dan/atau dianggap mengalami ketergantungan, menghadapi 
permasalahan sosial dan kesehatan yang serius sebagai konsekuensinya.”7 
Dalam hal ini jejak-jejak narkotika terdapat dimana-mana mulai dari kota-
kota besar sampai di pelososk-pelosok Tanah Air dan sudah menjadi barang 
konsumsi sehari-hari bagi mereka yang sudah kecanduan. Cara peredarannya pun 
dilakukan dengan canggih dan rapi. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana 
narkotika mungkin sulit dilakukan, karena narkotika merupakan obat-obatan yang 
membuat pemakai ketergantungan atau kecanduan. Oleh karena itu perlu 
dilakukan adanya usaha-usaha preventif, tidak hanya dengan menyita barang dan 
pelakunya saja tetapi juga harus dilakukan dengan mencegah ketetapan pamakaian 
agar tidak ketergantungan. Tugas yang lain juga dapat mempersiapkan lembaga 
perawatan dan rehabilitasi. Dapat juga dilakukan dengan membuat kegiatan-
kegiatan seperti penyuluhan kepada anggota keluarganya, masyarakat, dan lain-
lain tentang bahaya narkoba, membantu menyelamatkan korban dan pelaku dari 
bahaya narkoba. 
“Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika perlu dilakukan 
adanya bantuan hukum dari penasihat hukum. Penasihat hukum dapat 
mendampingi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. Pada 
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prinsipnya diberi kebebasanapakah ia didampingi penasihat hukum. Mereka yang 
wajib didampingi oleh penasihat hukum adalah yang: diancam dengan pidana 
mati, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih, tidak mampu 
dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.”8 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam Pasal 54: Guna kepentingan pembelaan, 
tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau 
lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan 
menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Oleh karena itu 
perlu adanya perlindungan hukum bagi pelaku dan korban narkotika, yang 
dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan hukum maupun oleh pihak yang 
berwenang (kepolisian). 
Melihat hal tersebut di atas, seperti yang diterangkan dalam Pasal 14 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; “Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana  
dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:  
(a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 
terhadapkegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (b) 
menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas di jalan; (c) membina masyarakat untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga 
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (d) turut serta 
dalam pembinaan hukum nasional; (e) memelihara ketertiban dan menjamin 
keamanan umum; (f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa; (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 
semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya; (h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 
tugas kepolisian; (i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, 
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dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia; (j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; (k) memberikan 
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas 
kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui peran keterlibatan pelaku dan korban tindak pidana 
narkotika dalam beredarnya narkotika dan kendala yang dihadapi oleh penegak 
hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak 
pidana narkotika, serta hak-hak apa yang harus diberikan kepada korban tindak 
pidana narkotika dalam proses perlindungan hukum. Adapun manfaat penelitian 
ini baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain: (1) Manfaat Teoritis, 
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum terutama yang 
berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana 
narkotika; (2) Manfaat Praktis, yaitu (a) Sebagai sarana untuk meningkatkan ilmu 
pengetahuan bagi pembaca; (b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 
memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait 
dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada 
masalah yang sama. 
 
2. METODE  
Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat 
deskriptif.
9
 Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan 
data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) 
kemudian data dianalisis secara kualitatif.10 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Peran Keterlibatan Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika dalam 
Beredarnya Narkotika 
Peran keterlibatan pelaku, terdiri dari kurir, pengedar dan bandar narkoba. 
Perdagangan narkoba merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan suatu 
keuntungan yang sangat menggiurkan. Produsen, penjual, pengedar maupun 
bandar narkoba akan menikmati financial yang sangat besar dalam waktu tidak 
terlalu lama setelah mene  kuni bisnis narkoba, sedangkan pengguna atau pemakai 
akan dijanjikan suatu kenikmatan yang tak terhingga setelah menggunakan 
narkoba. 
Pertama, Bandar Narkotika. Bandar narkotika dapat diartikan sebagai 
orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-
sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Sedangkan 
dalam praktiknya, bandar narkotika adalah orang yang menjadi otak di balik 
penyelundupan narkotika, dapat dikatakan juga sebagai permufakatan kejahatan 
narkotika, dan sebagainya. Kemudian mengenai apa kriteria bandar narkotika 
yang dapat dikenai pidana mati, pada dasarnya, kriterianya adalah: tindakan yang 
dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur di dalam Pasal-pasal pidana 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada akhirnya 
bergantung kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau 
tidak. 
Adapun sanksi bagi bandar narkotika yang berbeda-beda tergantung dari 
tindakan apa yang dilakukannya. Mengenai tindakan apa yang dapat dikenai 
pidana mati, berikut adalah beberapa tindak pidana yang dapat dihukum mati 
berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam 
Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 121. Dalam pasal-
pasal tersebut di atas pada dasarnya, kriteria untuk dapat dikenakan sanksi pidana 
adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam 
Pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim apakah akan 
menjatuhkan pidana mati atau tidak. 
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Kedua, Kurir Narkotika. Dapat diartikan bahwa kurir adalah orang yang 
disuruh untuk mengantar narkoba baik itu diketahuinya atau tidak barang itu 
narkoba. Pengedar belem tentu berarti bandar narkoba. Istilah bandar narkoba 
juga tidak dikenal di dalam Undang-undang Narkotika. 
Ketiga, Pengedar Narkotika. Pengedar narkotika diartikan sebagai orang 
yang setiap kegiatan atau dalam melakukan serangkaian kegiatan yang 
menyalurkan atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka 
perdangangan maupun pemindah tananan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan 
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Sedangkan didalam Pasal 35 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika “peredaran meliputi 
setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan 
perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan 
dan pengembangan ilmu pengetahuan.” Peredaran narkotika tersebut meliputi 
penyaluran (Pasal 39 – Pasal 42) atau penyerahan (Pasal 43 – Pasal 44). Secara 
sempit dapat dikatakan bahwa pengedar narkotika  adalah orang yang melakukan 
kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika, akan tetapi pengedar belum tentu 
berarti bandar narkotika. 
Keempat, Korban Narkotika. Mengenai pengertian korban sangat sulit bagi 
kita untuk   menemukan atau memberikan pengertian secara khusus arti dari 
korban, karena ada berbagai macam jenis korban yang terdapat di dalam 
masyarakat sebagai suatu tindakan atau perbuatan seseorang baik dilakukan 
dibawah pengendalian manusia seperti korban kejahatan maupun di luar kendali 
manusia yang disebabkan oleh gejala alam, maupun korban penyalahgunaan 
kekuasaan. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 54 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “seseorang yang 
tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa 
dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.” 
Tidak dapat disangkal lagi bahwasanya bagi seorang pecandu narkotika itu 
membutuhkan dalam jumlah yang relatif banyak, sedangkan harga daripada 
narkotika mahal, maka bagi mereka yang keadaan ekonominya lemah akan 
menyebabkan timbulnya pengertian dalam mewujudkan tindak pidana. Hal ini 
disebabkan orang ketagihan narkotika harus bekerja sama dengan pelanggar 
hukum baik penjual, pengedar, pemilik dan lain-lain. 
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Korban narkotika dapat dikaitkan dengan pecandu narkotika, sedangkan 
pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. Pembuktian penyalahgunaan narkotika merupakan 
korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika, 
merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awalpengguna narkotika 
menggunakan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, 
diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. 
Dalam kasus tindak pidana narkotika yang sedang ditangani penyidik 
Polresta Surakarta, dimana pelaku narkotika atau tersangkanya tertangkap tangan, 
tersangka Firmansyah Bin Arman alias Bogel, berdasarkan barang bukti berupa 
ganja sebanyak 1 (satu) garis/paket besar seberat 1 (satu) gram dan sepeda motor 
Honda Supra X tahun 2005, No. Pol. AD 5622 PM, warna hitam yang digunakan 
tersangka pada saat tertangkap tangan. 
3.2 Kendala yang Dihadapi oleh Penegak Hukum dalam Memberikan 
Perlindungan Hukum bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika 
Menurut Kompol Ari Sumarwono, S.H, M.H “dalam menghadapi tindak 
pidana narkotika baik yang dilakukan oleh pelaku maupun korban sama sekali 
tidak ada kendala karena jumlah personil yang dimiliki oleh Restik Polresta 
Surakarta mencukupi serta peran dari masyarakat dinilai sudah bagus dalam 
bekerjasama dengan Kapolresta Surakarta dengan melapor tindak pidana 
narkotika tersebut dan masyarakat mempunyai kepedulian serta berperan aktif dari 
adanya tindak pidana narkotika.”11 
Polresta Surakarta dalam menjalankan tugasnya menghadapi kasus tindak 
pidana narkotika melakukan sinergitas semaksimal mungkin, karena polisi juga 
bekerjasama dengan lembaga-lembaga resmi atau instansi terkait seperti panti 
rehabilitasi narkoba, yayasan maupun rumah sakit jiwa. 
Polisi dalam menindaklanjuti tindak pidana narkotika sinergitasnya 
dengan cara penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana narkotika diawali 
dengan diketahui tindak pidana narkotka, baik melalui laporan dari masyarakat 
yang mengetahui, menyaksikan atau mengalami sendiri atau pihak kepolisisan 
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menerima penyerahan tersangka, atau pihak kepolisian mengetahui sendiri tindak 
pidana tersebut. Sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 73 – Pasal 103 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, polisi dalam melakukan 
tugasnya terhadap kasus tindak pidana narkotika dengan cara melakukan 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.  
Dalam kasus tindak pidana narkotika yang penulis ambil sebagai obyek 
penelitian, diketahui adanya suatu tindak pidana tersebut pelaku tertangkap tangan 
oleh petugas, ketika dilakukan penggeledahan badan dalam operasi rutin 
ditemukan barang bukti ganja sebanyak 1 (satu) gari/paket besar seberat 1 (satu) 
gram, yang dibungkus dengan kertas koran. Petugas dalam melakukan 
penangkapan, di mana pelakunya tertangkap tangan tidak dibekali dengan surat 
penangkapan, tetapi dalam suatu tugas rutin akan selalu membawa Surat  
Perintah Tugas yang di keluarkan Kasat Narkoba dengan No. Pol.: Sp. 
Gas/15/III/2016/Restik. 
Pihak Kepolisian setelah mengetahui adanya penangkapan tersebut, 
segera membuat laporan polisi dengan No. Pol. : A/LP/190/III/2016/Restik, 
tanggal 20 Maret 2016, di mana di dalam Laporan Polisi tersebut memuat antara 
lain identitas pelapor, peristiwa yang terjadi, uraian mengenai kejadian, barang 
bukti yang ada, jenis tindak pidana yang dilakukan serta saksi-saksi. Laporan 
Polisi tersebut pada bagian kanan atas dicantumkan Model:  A, yang menandakan 
bahwa laporan tersebut dari petugas, di mana pelakunya tertangkap tangan. 
Pihak kepolisian akan segera mengadakan pemeriksaan baik terhadap 
saksi ataupun tersangkanya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai tindak pidana 
narkotika yang dilaporkan tersebut. Pengkajian terhadap suatu laporan polisi 
dilakukan untuk melihat apakah upaya paksa dapat dilakukan dalam penyidikan 
dalam tahap berikutnya, sebab ada kalanya tidak dapat dilanjutkan dengan proses 
penyidikan, hal ini bisa terjadi jika setelah pengkajian dan penelitian Laporan 
Polisi tersebut: (a) Bukan termasuk tindak pidana; (b) Tidak terdapat cukup 
barang bukti; dan (c) Penyidikan dihentikan demi hukum 
Dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, menegaskan 
bahwa kasus ini dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan, dan dari pengembangan 
kasus tersebut, ditemukan tersangka lain yang terlibat dalam kasus tindak pidana 
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narkotika tersebut. Berdasarkan pengakuan tersangka, diketahui kronologis 
peristiwa tindak pidana tersebut, identitas pelaku, serta barang bukti, serta barang 
bukti berupa 1 (satu) garis/paket besar sebesar kurang lebuhnya 1 (satu) gram, 
yang di bungkus dengan kertas koran bekas. Barang bukti tersebut berkasnya 
displitkan, karena barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian bersamaan 
dengan tersangka yang tertangkap tangan dalam kasus tindak pidana narkotika. 
Berdasarkan bukti-bukti tersebut, serta berdasarkan pengakuan tersangka yang 
tertangkap tangan tersebut, kemudian pihak kepolisian menyimpulkan bahwa 
tindak pidana yang sedang ditangani tersebut memenuhi unsur-unsur untuk dijerat 
dengan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu 
menjual, memberi, menerima atau memiliki, menyimpan dan atau menguasai 
Narkotika golongan I. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian terhadap Laporan Polisi 
tersebut, maka pihak kepolisian mengadakan suatu tindakan penyidikan demi 
pengungkapam lebih lanjut terhadap tindak pidana narkotika tersebut. Kasat 
Narkoba atas nama Kapolresta Surakarta akan mengeluarkan Surat Perintah 
Penyidikan, yang dalam kasus ini Surat Perintah Penyidikan dengan No. Pol. SP. 
Sidik/21/IV/2016/Restik. 
Surat Perintah Penyidikan ini memuat antara lain “pertimbangan dan 
dasar untuk dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, pejabat penyidik yang 
diperintahkan untuk melakukan penyidikan, beserta tindakan-tindakan yang harus 
dilakukan berkenaan dengan proses penyidikan yang akan dilakukan. Penyidik 
dan penyidik pembantu yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan 
ini, berwenang untuk menangani dan mengambil tindakan-tindakan yang perlu, 
guna kepentingan penyidikan.”12 
3.3 Hak-hak yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana Narkotika 
dalam Proses Perlindungan Hukum 
Menurut Kompol Ari Soemarwono, S.H, M.H dalam memberi 
perlindungan hukum kepada korban tindak pidana narkotika yaitu dengan 
melakukan pembinaan dan pencegahan. Pembinaan dilakukan dengan cara 
menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini 
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tindakan yang dilakukan oleh polisi yaitu melihat akar permasalahan penyebab 
terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan situasional, sosial dan 
kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan. Tindakan 
pembinaan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu melakukan 
pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan audiensi 
tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini untuk 
mengantisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan 
tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkotika dan mendorong 
terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna narkotika.  
Selanjutnya, dalam melakukan perlindungan hukum kepada korban 
narkotika dengan mengembalikan si korban atau pecandu narkotika kepada rumah 
sakit jiwa yang telah di tunjuk oleh negara, untuk menjalankan proses atau 
rehabilitasi. Dalam proses rehabilitasi kepada korban narkotika atau pecandu 
narkotika ditentukan oleh keputusan hakim untuk menempatkan pengguna 
narkotika tersebut ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
Korban tindak pidana narkotika berhak mendapat perlindungan hukum oleh 
lembaga yayasan resmi, baik di rumah sakit, rumah yayasan atau panti 
rehabilitasi, untuk diobati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih 
berdasarkan tingkat kecanduannya tetapi tidak dibebaskan atau tidak dipidana. 
Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara 
terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu. Ada beberapa “faktor 
yang menyebabkan pecandu enggan untuk dilakukan rehabilitasi, antara lain: 
Pertama, Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual 
diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan 
medis khusus. Hal ini dikarenakan pemakaian narkotika yang telah bertahun-
tahun dan sudah mengarah menjadi pecandu berat. Kedua, Pecandu belum mau 
terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan 
target operasi. Ketiga, Faktor Keluarga. Berhasil tidaknya proses rehabilitasi yang 
dilakukan juga ditentukan oleh dukungan keluarga. Bahkan masih banyak 
masyarakat yang keluarganya merupakan pecandu narkotika belum melaporkan 
diri. Masyarakat belum punya budaya rehabilitasi secara sukarela. Keempat, 
Pandangan Kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkotika. 
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Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi 
belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan.”13 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari 
Senin, tanggal 7 Agustus 2017, Pukul 14.00 WIB, dengan Narasumber yang 
bernama Anam, usia 45 tahun, alamat Jalan Bengawan Solo 4 Nomor 61 
Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta mendapatkan hasil berupa: Anam merupakan 
seorang pecandu narkoba dia mengaku pada saat usia mudanya sekitar 20 (dua 
puluh) tahun, Anam awalnya mendapat obat-obat terlarang itu dari rekannya yang 
bekerja sebagai kurir narkotika, narkotika jenis golongan II. Anam telah memakai 
narkotika golongan II  1 (satu) tahun. Kemudian Anam kedapatan polisi pada saat 
Anam tengah bersama rekannya yang sebagai kurir itu, saat itu polisi melakukan 
penyamaran sebagai under cover job (pekerjaan) polisi menyamar sebagai 
pengedar narkotika, polisi tersebut awalnya menawarkan narkotika jenis golongan 
II kepada Anam dan rekannya kurir narkotika, dalam aksinya tidak berapa lama 
kemudian polisi menangkap kurir narkotika dan Anam, polisi membawanya ke 
kantor Polresta Surakarta, setelah Anam melalui tahapan penyidikan dan 
pemeriksaan Anam dipulangkan dalam artian dipulangkan yaitu untuk dibawa ke 
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, Anam melakukan pengobatan atau 
pemulihan agar kondisinya kembali membaik seperti semula baik fisik maupun 
psikis, Anam mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama kurang 




Pertama, peran keterlibatan pelaku dan korban tindak pidana narkotika 
dalam peredaran narkotika dalam hal ini pelaku tindak pidana narkotika bertindak 
sebagai bandar narkotika, kurir narkotika, pengedar narkotika dan korban tindak 
pidana narkotika sebagai pecandu narkotika. 
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Kedua, kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberikan 
perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana narkotika menurut 
Kompol Ari Sumarwono, S.H., M.H berdasarkan hasil penelitian ini beliau 
mengemukakan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku dan 
korban tindak pidana narkotika tidak ada kendala sama sekali karena jumlah 
personil yang dimiliki oleh Restik Polresta Surakarta mencukupi serta peran dari 
masyarakat dinilai sudah bagus dalam bekerjasama dengan Kapolresta Surakarta 
dengan melapor tindak pidana narkotika tersebut dan masyarakat mempunyai 
kepedulian serta berperan aktif dari adanya tindak pidana narkotika. 
Ketiga, hak-hak yang diberikan kepada korban tindak pidana narkotika 
dari aparat penegak hukum adalah dengan melakukan pembinaan dan pencegahan, 
dan dalam proses perlindungan hukum adalah untuk menjalankan proses 
rehabilitasi, korban tindak pidana narkotika berhak mendapat perlindungan hukum 
oleh lembaga resmi, baik di rumah sakit maupun di panti rehabilitasi, untuk 
diobati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan tingkat 
kecanduannya. 
4.2 Saran 
Pertama, dalam melakukan penanganan tindak pidana narkotika polisi 
harus meningkatkan usaha untuk sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan tentang 
hukum demi terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.  
Kedua, dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban 
tindak pidana narotika baik penegak hukum maupun masyarakat lebih 
memperhatikan lingkungan di sekitarnya untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan terhadap tindak pidana narkotika dan agar jumlah pengguna 
narkotika dan korban narkotika tidak semakin banyak atau terus bertambah. 
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